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LEMBARAN 

KABUPA TEN 
DAERAH 

REMBAHG 
NOMOR 25 YAHUN 1987 SERI B 

NOM0R • 12 

PERATURAN D,AEAAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

REMBA N G 

NOMOR 2 TAHUN 1987 

TENTANG 

PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN 
PENGANGICUlAN DENGAN KENDARAAN BERMUTOR UMUM 

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT I! REMBAl'1G 

DENGAN RAHM " T TUHAN YANG MM1A ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGK~T II REMBANG 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk me~jamin kelancaran dan keter­
tiban angkutan dengan kendan,an bermotor 
umum sarta kessimbangan antara kebutuhan 
den i,enewaran j asa angkutan, maka pedu di 
adakan penertiban 'Perusahaan Pengangkut..in 
Kendaraan bermotor umufu di Kabupaten Dae 
rah Tingkat II Rambang. 

b. bahwa untuk pelaksanaan hal-hal tersebut per 
lu d•tuangkan dalam Perat'uran Daerah. 

1. U.ndang- undeno Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok -pokok Pemerintahan di Daerah. 

2 Undang• undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. 
Paraturan Pemarintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah l<abupa ­
ten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, 
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3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 
tentang Peraturan U;nu11 Retribusi Daerah. 

4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. 

5. Keputusen Menteri Perhu bung an tanggal 1 

Mei 1984 'lornor KM. 95 / PR. 30 1 /Phb. 1984 
tentang Pedoman Penyedsrhanaan Perijinan 

Usaha di Sektor Perhubungan. 

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Teng ah Nomor 552.2/ 187 / 1985 tentang 
Pedoman Pernberian ljin Mendirikan Perusaha­
an Pengangkutan di Propinsi Daerah Tmgkat 
I Jawa Tengah. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Rembang. 

M enetapkan 

MEMU f US K AN 

PELAKSANAAN PEM BER!AN JJ 1N MENDIRIKAN 
PERUSAHAAN PfNGAr-. GKU'I A N DEr\j GAN KEN 
OAR~AN BERMUTOA UMUM DI KABUPATEN 
DAERAH TI NGKA T II REMBAI\G 

BAB 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan : 

a. Oaerah ialah Kabupaten Oaerah Tingkat II Rembang. 
b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. 11 

Rembang. 
c. Bupati Kepala Oaerah iatah Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Rembang. 
d. DLLAJR ia!ah Cabang Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Rara Propinsi Daerah Tingkat I Jaws Tengah Kabupaten 
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Daerah Tingkat II Rembang, 

e ORGAN DA ialah organisasi Perusahaan Nasional Angkut1n 
Kendaraan Bermontor Cabang Rembang. 

f . Kendaraan barmotor umum ialah setiap kendaraan yang dig l ­

rekkan oleh peralatan teknik yang ada padn kendaraar. 1tu d ;in 
biasanya dipergunakan untuk pengangkuta1, orang dan / a! 1u 
barang dijalan selain dari pada kendaraan ycng berja lar, di atls 
rel, yang biasanya disediakan untuk umum dangan pttrnbayar, n. 

g Perusahaan pengangkutan ialah Perusahaa11 yang menyeler , -
garakan angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraJn 
barmotor umum yang berkedudukan Eli wilayah Kabupat n 
Rembang. 

h. Persetujuan Prinsip ialeh pe1setujuan untuk penambah jum· ,, h 

dendaraan bermontor umum dalam rangka perluasan usahe •1i 
bidang pengangkutan dan atau pendirian usaha pengangkutan 
baru . 

i. ljin ialah ijin mendirikan perusahaan pangengkutan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 27 Undang -undang Nomor 3 Tehun 19G5 

BAB II 

PENDIRIAN DAN PERLUASAN USAHA 

Pasal 2 

(1) Untuk rnendirikan perusahaan pengangkutan harus dengan ijin 
Bupati Kep&la Daerah. 

(2) ljin dim~ksud ayat (1) Pasal ini tidak membebaskan Perusa''a 
an Pangan~ikutan yang bersangkutan dari ketentuan yang ,~ " ' 
leku bagi penderian Perusahaan. 

Pasal 3 

Untuk memperlues usaha dangan menembah jumlah kendcr r1• 
an bermontor umum harus dengan persetujuan permsip Bup--ti 
Kepala Daerah. ) 
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BAB Ill 

PROSEDU R PERMOHONAN DAN PEMBERIAN 

IJIN / PERSETUJUAN PRtNSIP 

Pasal 4 

Permohonan ijln dan I atau persetujuan prinsip disempaikan 

secara tertuifs !<epada Bupati '<epala Or> erah lewat Kepala Cabang 
DLLAJR da lam rengkap 3 ( tiga ) dengan bentuk dan susunan 

yang teiah ditetapkan. 

Pasal 5 

(1) Bupati Kepala Daer ah memberikan i jin dan I atau persetujuan 
prinsip setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari Kepela 
Cabang DLL 0 JR yang dis'lmpaikan bersama-sama permoho­
nan dimaksud Pasal 4 !'eraturan Oaerah ini, 

(2) Untulc: memberikan pert imba11gan ayet (1 ) Pasa l lni, Kapala 

Cabang DLLAJ R mengadakan penelitian mengenai : 

a. Pemilikan ijin Lokasi, ljin mendirikan Banounan dan ljin 
Terrpat Usaha btHdasarkan Lndang • undang Ganuguan 
( Hir:ider Ordonantie Stb 1926 Nomor 226 ) 

b. Jumlah kendaraan dan persaratan · persaratan teknis. 

c, Faktor keseimbangan antara penaw aran dan permintaan 
akan jasa angkutan 

d. Faktor persaratan keamanan la lu lintas. 

Pasal 6 

(1) ljln dan / atau Persetujuan Prinsip diberilcan atas nama pe­

mohon dan t1dak bisa dipindah t angankan. 



-- 5 -

-(2) Penolakan terhadap permohonan ijin dan / atau Pem,tujuan 
Prlnsip disamp~ikan secara tertulis of Ph Bupati Kepala Dae­
rah k~pada pamohon dengan menyebutkan atasan - alasan 
penolakannya. 

Pasa l 7 

Terhadap panolakan permohonan 1jin dan /a!u Persetujuan 
Prinsip d imaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pemohon 
yang bersangkutan di,oat mengajukan banding kepada Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam jangka waktu 30 
( tiga puluh) hari terhitung sejak suret penolakan diterima lewat 
Dinas Latu Lintas Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Te,1gah dengan mengisi formulir yang telah disedi"kan. 

BAB IV 

PERSYARATAN BAGI PEMOHON !JIN 

Pasal 8 

Untuk memperoleh ijin, setiap pemohon diharuskan me­
menuhi persyaratan sebagai b1Hikut : 

a Persya ratan Umum : 

1, Pe'Tl ohon berbentuk perorangan atau Bedan Hukum yang 
didi rikan berdasar hukum yang berlaku di Indonesia, 

2. Pe-nohon merupa'<an Pengusaha Nasional. 

b. Persyaratan Khusus ; 

1. Bagi Pemohon yang memiliki kesadaran bermotor umum, 
pangajuan parrnohonannya harus dilampiri dengan ! 

a. Akta otentik pendirian Perusahaan bagi yang sudah ber­
badan hukum. 

; 



b. Surat Bukti pemilikan kendaraan bermotor umum, · di­
mana bagi Perusahaan otobis atau truk maupoo be{tt 
Perusahaan mobil penumpang umum dan microbua 
umum ditetapkan paling sedikit. 2 (dua) buahkendaraan . 

c Surat bukti memiliki garasi/ tempat menyimpan kendaraan 
yang depat memuat seluruh kendaraan tersebut sub b. 

d. Surat parnyataan tidak akan merrpergunakan jalan umum 

------u ntu k berpangkal. 

e. lj in berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO). 

f. Surat keterangan keanggotaan/sebagai anggota dari OR­
GAN DA Cabang. 

2, Bagi Pemohon ijin yang belum memiliki kendaraan ber­
moto, umum terlebih dulu harus mendapatkan Persetujuan 
Prinsip dari Bupati Kepela Daerah 

Persetujuan Prinsip ini tidak mengurangi kcwaj1ban Perno­
hon untuk memenuhi persyaratan khusus dimaksud angka 1 
setelah syarat -syarat yang ditentukan dalam Persetujuan 
Prinsip dipenuhi. 

BAB V 

JANGKA WAKTU !JIN/ PERSETUJ UAN PRINSIP 

Pasal 9 

ljin berleku untuk waktu t idak terbatas. 

Pasal 10 

(1) Persetujuan Prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan rlan ti ­

dak dapat diperpanjang kecuali dengan alasan-alasan yan;1 
dapat dipertanggung jawabkan. 

(2) Dalam jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini, Pemohon 
harus sudah dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan 
dalam Persetujuan Prinsip. 

- - ---
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BAB VI 

PE \J NIN3 KENDA RA.L.N 

Pasal 11 

(1} Terhadap kendaraan bermotor umum dari Peru sahaan Peng­
angkutan yang tercantum dalam ij in dan / atau Persetujuan 
Pr insip dimaksud pas3I 7 ;iyat ( 1) Pera tu ran Dai;rah ini d1-
beri kan penning kendaraan yang masa berl akur,ya 1 satu) 
tahun dan waj ,'1 d.parbahaiui setel,1h habis masa berlakunye. 

(2) Permohonan pemb3haruan penning kendaraan d iajukan se­
cara tertulis kepaca Bupati Kepala Oa9rah lewat - Kepala 
Cabang DLLAJR pa liPg la rnbat 30 (tiga puluh l hari sebelum 
berakhir masa berlakunya d angan menggunakan torrnulir 

yang t elah d1teta ;:ikrn. 

Pasal 12 

Penr,ing kendaraan h.;; rus se!a' u berada paca kendaraan 

yanq bersangkutan dan ditempel pada kac:1 depan yang mulai 

d i l ,hat 

B AB VII 

BIAYA A DMIN ISTRASI 

P;.sal 13 

(1 1 Biaya administrasi untuk mendapatkan iJin ditentukan se­
bagai b :l1ikut : 

;a Perusahaan A ngkutan . Oto b is, Truk dan M icrobis. 

1. Jumloh armada 2 s/ d 4 kend. aebasar Rp 25.000,00 

2. Jumlah armada 5 s/ d 10 kend , sebesar Rp 50 000,00 

3. Jumlah armada 11 s/d 15 kend. sebesar Rp 75.000,00 

4, Jumlah armada 16 s/d 20 kend. sebesar Rp100 000,00 

5. Jumlah armada 21 s/ d 25 kend. sebesar Rp 125.000,00 

6 . Jumlah armada 26 l<eatas sebesar Rp1 50.000,00 
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b Perusahaan Pengengkutan Mobil Penumpang / Baring 
Umurn sebesar : 

1. Jumlah armada 2 s/d 4 kend. sebesar Rp 25 000,00 

2. Jumlah armada 5 s/d 10 kend. sebesar Rp 35 000,00 

3. Jumlah armada 11 s/d 15 kend. sebesar Rp 4i 000,00 

4 Jumlah armada 16 s/d 20 kend. sebesar Rp 55.000.00 

5. Jumfah armada 21 keatas sebesar Rp 65 000,00 

(2) Biaya administrasi untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip 
dimaksud Pasal 3 dan Pasaf 8 huruf b angka 2 Pernturan 
Daerah ini ditentukan sebfisar Rp 15.000,00 per i<endaraan. 

(3) Biaya administrasi untuk mendapatkan penning kendaraan 
dimaksud Pesa! 11 ayat \ 1) Peratu,an Daerah ini rlitentukan 
sebesar Rp 2 000,00 per kendaraan . 

(4) Biaya-biaya dimaksud ayat ( 1), 12 I dan (3) PasaJ ini t iduk 
termasuk biaya leges. 

(5) Pungutan- pungutan selain ya,g ditantukan dalam ayat ( 1 , 

1 2), (31 dan ( 4) Pasal ini t idak dibenarkan untuk di .,e:iakan 
kepada Pemohan ijin/Persetujuan Prinsip. 

BA B VIII 

LAPOAAN 

Pasal 14 

(1) Setiap Perusahaan P~ngangkutan diwajibkan memb9rikan fa• 
poran tertul is ii.epada DLLAJR satu kali setiap semester 6 
(enam) bulan dangan rnempergunakan forrnulir isian yang 
telah ditetapkan. 

(2) Panyamp3ian laporan tersebut ayat , 1) Pasaf ini disertai pula 
saran -saran dan/atau usul-usul msngenai peningkatan t ,;irtib 
dan keamanan lalu lintas. 
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BAB IX 

P E· N E R T I B A N 

Pasal 15 

(1) Setiap Peru!:ahaan Pengangkuten yang tldak rr,emiliki ijin, 
kepadanya dapat diken~kan hukuman kurungan selan a­
lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tinggir,ya 
Rp 60 000,-

(2) ljin dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( l } Peraturan Daerah ini 
dapat d1cabut oleh pemberi ijin apabila ; 

a. Pemagang ijin memberikan keterangan yang tidak bewu 
cada waktu mengajukan surat pe,mohonan ijin. 

b. Pemegang ijin tidak dapat mewujt.dkan persyaratan yang 
ditetapkan dalam surat ijin, 

c. Pemegang ijio mengatakan menghentikan usahanya di­
bidang angkutan. 

(3) ljin dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat 
dicabut untuk jangka waktu tertemu apablla Pemegang ijin 
me1akukan pefanggaran berat 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

(1) Dalam jangka waktu ( enam ) bulan sejak berlakunya Psr­
aturan Daerah ini, Perusahaan Pengangkutan yang bsl11m 

dapat memenuhi persyaratan t ersebut dalam Pasal 8 huruf b. 
Peraturan Daerah ini diberikan kesempatan untuk menamb;,h 
kendaraan atau menggabungkan pengusahaan kendaraanr.ya 
dengan perusahaan lain yang sejenis. 

(2) Penggabungan usaha dimaksud ayat ( l ) Pasal ini harus 
berbentuk Badan Hukum. 

(3) Perusahaan yang telah mendapetkan ijin sebelum berlakunya 
Peraturan Daerah ini, da lam waktu selambat - lambatnya 
3 ( tiga) bulan diwajibkan mengajuk.tn permohonan uleng 
bardasarkan P,1raturan Daerah ini. 
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BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Pe,aturan Daerah ini rnulai berlaku sejak tanggal peng­
undangan. 

Agar semua orang dapat mengetahuinya. memerimahkan 
pangundanga11 Paraturan Daerah ini dengan panempatannya da­
lcim Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingl<at II Rembang. 

Dew an Perw• kilan Rakyat Daerah 
Kabupat~n .)aerah Tingkat II 

Hembang . 

Wakil Ketua 

ttd . 

K. H. M. CHOLIL BISRI 

0 iundanpkan da lam Lembaren 
Daerah Kabup~ten Daerah Ting­
kat II Rembang Nomor 25 

Tahun 1987 Seri B No. 12. 
pada tgl 27 Oktober 1987 

Sekretari.i Wrlayah/Daerah 

t t d. 

Ors. SOEDIHARTO 

Nip. 50002::3511 

Rembang. 25 Juni 1987 

Bupati Kepala Daerah Tingk at II 
Rembang 

ttd, 

SOERATMAN SH. 

DISAHKAN : 

Denr,an Surat Keoutusan Gubernur 
Kepala Daerah lingkat I 

J awa rengah 
Tanggal 19 Agustus 1987 

No, 188.3/ 322/1 &87 

Stikre•aris Wilayah / Daerah 
B. / Kepala Biro Hukum 

ttd, 

WA LU J 0 . SH 
Nip, 010.01 9.835 

.r 



PENJELASAN ATAS 

PBlt.ATURAN DAERAH K.A BUPATEN DAERAH TINGKAT II 
REMBANG 

NOMOR 2 TAHU N 1987 

f ENTANG: 

PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PE'RUSAHAAN 

PENGANGKUTAN DEr ... GAN K. ENDARAAN BERMOTOR UMUM 
01 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 

I. PENJELASAN UMUM I 

Kenda raan be•motor umum se bagai salah satu sarEna 
angkutan sebagaimana holnya dengan jenis a.1gkutan lainnya, 

sangat •ah panting dan merupakan salah satu syarat mut!alc 
bagi perkembangan perP,konornian masyarakat dalam rangka 

pembangunan Nasional menuju masyarakat adil dan makn:ur. 

Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban angkutan 
dengan kendaraan bermotor umum serta kesei,r1bangan an1ara 
kebutuhan dan penawaran jasa angkutan, perlu diad akan p-:1 -

nertiban Perusahaan Pengangkutan kendaraan bArmotor umL:m 
di Kabupaten Rembang. 

Bahwa dalam rangka pe1aksanaan penertiban tersebut, 
dipandang perlu menetapkan blisarnya tarip tetribuBi oern­
berian ijin mendirikan Perusahaan Pengangkutan kendaraan 
barmotor urnum. 

Bahwa selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Da(;j ­
rah Tingkat If Rerribang telah menetapkan dan mernunqut 
tarip retribusi tersebut berdasarkan Surat Kepu tusan Guren ur 
Kepale Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Huk. 93/ 1 976. 
tanggal 10 Agustus 1976 jo. tang gal 23 April 1977 Nonior 
Huk 29/1977. 

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Ke­
pala Daarah Tirigkat I Jawa Tengah No'Tior 551 2 118 7 /1 985. 
meka Surat Keputusan Gubernur Kepala Dc1erah Tingk,,t I 
Jawa Tengah Nomor Huk. 93 / 1976 jo Huk. 29 / 1977 t ~r-
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sebut dimaksud sudah tidak ber'aku lagi. O'eh karena itu se­
suai dengan apa yang dimaksud Pasal 58 Undang - undang 
Nomor 5 Tahun t 974, maka penetc1pan tarip retribusi dan 
pemungutannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah. 

II. PENJELAS ll N PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 : Cukup jelas. 

Pasal 2 eyat (1) : Cukup jeras. 

Pasal 3 

Pasal 4 

ayat (2) : walaupun sudeh ada ijin dari Bupat i Ke­
pala Daerah, untuk mendirikan Perusahaan 
Pengangkuran tetap harus ,nemenuhi syarat­
syarat sesuai dengan ketentuan yang ber­
laku. 

: Cukup jelas. 

; permohonan ijin / Permohonan Prinsip di­
sampaikan d8ngan cara mengisi formulir 
yang telah disediakan. 

Pasal 5 ayat (1) : Kepala Cabang DLLAJR hanya memberikan 
pertimbangdn, sedar gKan keoutusa11 me­
ngenai pemberlan ijin dan/ atau Perset 1Jjuan 
Prrnsip, sepenuhnya ada pada Bupati Ke­
pala Daerah, 

ayat (2) ; yang dimaksud ayat ini dalam huruf a, b, c, 
den d adalah dasar - dasar yarig harus di­
pakai oleh Kepala Cabang DLLAJR dalam 

memberikan pertimbangan. 

Pasal 6 s/d 8 

,asal 9 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 10: ayat (1) : Cukup jelas, 

ayat (2): dalarn hat jangka w aktu 6 (enem) bulan 
telah habis, Pemohon dapat mengajukan 
permohonan baru. 
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rasal 11 ayat(l) : yang dimaksud dengan penning ada lah 
tanda bukti pendafta ran kendaraan bermotor 
umum dari Perusahaan Pengangkutan. 

masa berlakunya penning adalah 1 (setu) 
tahun clihitung sejak tanggal oikeluarkan­
nya 

ayat<2) : Cukup jelas. 

Pasal 12 s/d 14 : Cukup jelas. 

Pasal 15ayat (1) . Cukup jelas. 

ayat (2) ; Cukup jefas. 

ayat (3) : Cukup jelas. 

Pasa l 16 dan I 7 Cukup jelas. 


